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Transformasi Peran Internal Auditor Pemerintah

Pengawasan Aspek
Stratejik

Akuntabilitas
Keuangan dan
Pembangunan

Pengawasan Aspek
Operasional Keuangan

Pengawasan Urusan
Pemerintahan

* Selain masalah keuangan yang bersifat operasional, APIP berpera
mengawal pembangunan seperti Infrastruktur, pendidikan, dan ke

yang bersifat stratejik.
APIP harus dapat memahami bisnis proses pembangunan
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. AT SO ENCE
Paradigma Pengawasan

* Perubahan paradigma pengawasan selaras dengan tujuan
pembangunan Nasional pemerintah yaitu pembangunan unt
kesejahteraan rakyat.

Orientasi pengawasan ke arah output, outcome, impact.
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Proaktif

Penggunaan

Teknologi Informasi
(aplikasi berbasis web)

Pengawasan Perencanaan

Pengawasan Proses

(Reviu RKKL/Pra DIPA),
(monitoring penyera
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IMPLEMENTASI PROFESIONALISME

STANDAR UMUM | STANDAR PELAKSANAAN

. P : .
Kompetensi & Kewaiiban Pen :g;;aaT an Mengelola Sifat Kerja | Perencanaan Perencanaan
Kecermatan AudJitor 2 Pgen'amingan Kegiatan Audit Kegiatan Penugasan Penugasan
Profesional KUJaIitas Intern Audit Intern | Audit Intern Audit Intern

Mempertimbangkan Risiko
dan Kualitas Lingkungan Pengendalian

Inherent Risk Control Risk

Prosedural &
Bernilai Tambah
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Sertifikasi Jabatan
Fungsional

Pendidikan dan
pelatihan substansi
pengawasan

Sertifikasi Profesi
(CIA, QIA, CCSA,
CGAP, CRMA, CFrA)

Pengembang
Diklat Sertifikas
secara e-lear
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Peningkatan Kompetensi Auditor
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per 31 Desember 2015

Jumlah Auditor 13.059
atau 28.05% dari

kebutuhan sebanyak PELAKSAN  PELAKSANA UTawia, 56
A, 1,173, LANJUTAN, .
46 . 560 8.19;’7/3 442, 3.38%\ ro 2% MADYA,
PENYELIA, 2,254
%

875 6.70%
BPKP, 7549707

PEMDA,

BADAN KEMENTER
HUKUM IAN/KEME

MILIK NKO, 2850, KOMPOSISI AUDITOR
NEGARA 21.82%
(BHMN),

87,0.67%
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SPIP dan Kapabilitas APIP

PP 60/2008

»

Pengawasan
Melekat

~ SPIP

___MATURITYLEVEL __
[ il lian Level 4
| terdokumentasi, | Terkelola & Tervkur

~ APIP

CAPABILITY LEVEL

—
LEVELS
Optimizing
APTP mampu memberikan assurancesecara
Leseluruhan atas tata kelola, manajemen isiko dan -
pengendalianintern

APIP menjadi agen perubahan

APIP mampu menilai cfisicnsi,clektivitas ckonomis
suatu kegiatan dan nrampu memberikan konsultasi
atas tatakelala, manajemen tisiko dan pengendalian
intern

Level2
Berkembang

anaan tergantung par ju dan belum melibatkan
semuaunit organisasi Efektivitas pengendalian belum dievaluasi

APIP mampn memberkan  keyalinan bakw
proses vang dilakukan sesuai dengan peraturan,

APIPyang
efektit(Fs. 11
PM&0)

Ada praktik pengendalian intern - ada kebijakan dan prosedur
tertulis, namun masih bersifatad-hoc dan tidak terorganisasi
dengan baik. Tanpa komunikasi dan pemantauan

sAPIP )

6

( Level Maturitas SPIP \ ( Level Kapab

Target RPJMN -2019 perTw | 2016 per Tw

1. Maturitas SPIP level 3
85% K/L/Provinsi Level 1: 98 (50%) Level 1: 453 (712%)
70% Kab/Kota
2. Kapabilitas APIP level 3
85% K/L/Pemda

Level 2 : 86 (45%)

Level 3: g (5%) Level3: 7 (1%)
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TANTANGAN APIP KE DEPAN g

9

TR NR

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS:
UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Pasal 20)
UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 379, 380, & 385)
Lima Arahan Presiden 24 Agustus 2015 di Istana Bogor

Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA): Pemerintahan yang berdaya saing

KOORDINASI & SINERGI APIP SERTA PERAN AAIPI:
Sinergitas antara BPKP dengan APIP lainnya
Komitmen bersama APIP untuk mencapai level yang ditargetkan
Dorongan dan sanksi kepada APIP Kementerian/Lembaga/Pemda yang
tidak mencapai target yang telah direncanakan

Peranan AAIPI Pusat dan AAIPI Wilayah

~W NP

DUKUNGAN MANAJEMEN
Kelembagaan APIP

SDM

Anggaran

Sarana Prasarana

REGULASI
Perlunya UU Pengawasan Intern
Pemerintah
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bpkp D
TERIMA KASIH

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Jalan Pramuka No 33 Jakarta 13120
Telepon (021) 85910031 (hunting)
Web: http://www.bpkp.go.id




